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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia mempunyal hak asasi yang harus
dihormati dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut tertuang dengan tegas

dalam Pasal 281 ayat (1) Undang —Undang Dasar 1945, yaitu:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

Penghormatan hak tersebut berimplikasi juga dalam segala lini kehidupan
masyarakat Indonesia termasuk dalam kehidupan rumah tangga artinya laki-laki
dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalani kehidupan rumah
tangganya, seperti hak untuk bahagia menjalani rumah tangganya tanpa paksaan

dan intimidasi.

Mengenai hak suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga juga telah
diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34

sebagai berikut :

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) lstri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

! Undang —Undang Dasar 1945, Pasal 28 | ayat (1).
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3) Jika suami atau istri melalaikan kewgibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan.?

Pada pasal tersebut jelas tergambar mengenai kewagjiban suami istri,
dimana suami sebagai kepala keluarga berkewagjiban untuk memenuhi segala
kebutuhan istri dan rumah tangga. Maka ketika suami tidak melaksanakan
kewajibannya memberikan nafkah kepadaistri dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran, begitupun ketika
suami membuat istri ketergantungan dalam hal ekonomi dengan cara membatasi
ruang gerak istri yaitu melarang istri bekerja seperti telah dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pada Pasal 9 ayat (1) dan

ayat (2) :

Ayat (1) : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padaha menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2) : Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatas dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

dan Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang
yang:

a. Meneantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Meneantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).°

2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 34.
3Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pasal 49
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Daam realita kehidupan masyarakat, masih banyak ditemukan kasus
penelantaran rumah tangga, apalagi yang dilakukan suami terhadap istrinya, ini
terjadi di balik kasus cerai gugat yang di gukan ke Pengadilan dengan alasan
ekonomi. Akan tetapi kasus penelantaran suami terhadap istri ini terkesan
dipaksakan sebagal tindak pidana, karena ada beberapa hal yang bertentangan

dengan undang-undang lain seperti undang-undang perkawinan, dil.

Di daam hukum Islam seorang suami berkewagjiban untuk memberi
nafkah kepada istrinya, dan membolehkan istri untuk bekerja akan tetapi suami
juga berhak untuk menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan istri

dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai syariat.
Hal ini didasarkankepada Quran surat An-Nisa ayat 34:

(7] Jg AN &> HAREG=0eQ RYART Y@ w@a S
+ 763 onrhrv o HONE 077 BOQYHKE W@ I

EAL=D ¢ 571 Vg AN SR€EYoe A => ¢
SIS 2-0->0XAO L arBIORN<=40

> ¢ ORIV RECOD @ a0 ZEANYSRTGE Y INE Vo 8]
FHYOSOcHN e <6 T >QATHQ AT G DL

gl +F eI XN, ARNQ & RAIORN
¢0Dos 008 TEOD A Wwar 60
Tide ZOE 3G XL P LAA> o> é
OV OID>LORB> A Lo @]

P ANY o RO M@ S
© &) R eo = O[22 EHRNO IR a0
BKAAC A Eme & o[X]em AES>ZOCr=2+COL

A ForSe OORO IRORNIER OIF &IONH IR
U 2 ScCOBRIE oo+ ORNEIR o LK

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
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Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanitawanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa (4) : 34)

Daam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin
perempuan, yaitu sebagal penjaganya, pemimpinya, pemberi putusan atasnya, dan
pendidik bagi perempuan sebagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada laki-
laki, seperti kelebihannya itu terungkap dalam penerimaan wahyu yang turun

kepada | aki-laki.*

Dalam undang-undang PKDRT ketika suami tidak melaksanakan
kewajiban menafkahi istri ini dikategorikan sebagai tindak pidana, dan di sanks
sesual pasal yang telah disebutkan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana masa
depan rumah tangga jikalau suami di pidana dengan pidana penjara. Padahal tidak
semudah itu menentukan suatu tindakan sebagai tindak kejahatan dalam hukum

|slam.

Begitu pula, suami berhak menetukan apa yang tidak boleh dilakukan istri

sesual syariat, berdasar pada hadits berikut :
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* Ibnu katsir, Tafsir Al-Qur’anul ‘adzim, cet |, jilid 4Beirut : Daarul Jiil, 1991, him 34

repository.unisba.ac.id



¢

w A e W GerigiY Saig OF sl S5Y usY Al
2 b Ggke

Diriwayatkan oleh Qais bin Saad, dia berkata, saya mendatangi suatu
kaum di sebuah daerah yang bernama Al-Hirah, saya melihat mereka
bersujud kepada seorang pemimpin yang berani di kalangan mereka, maka
saya berkata: Rasulullah SAW |ebih berhak untuk diperlakukan seperti itu.
Maka saya mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian saya katakan
kepadanya bahwa saya melihat suatu kaum yang sujud kepada pemimpin
mereka, waha Rasulullah, anda lebih berhak untuk diperlakukan
demikian. Rasulullah SAW menjawab; katakan kepada saya, jika kamu
melewati kuburanku, apakah kamu akan bersujud? maka Qais berkata,
Tidak. Rasulullah SAW berkata, Janganlah kalian melakukan hal tersebut,
seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain,
maka aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka,
karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas
istrinya.®

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata :

a3 134
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Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuai dengan izin

suaminya, bila istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah

berbuat nusyuz (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah Ta ala dan

Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.®

Pemahaman yang timbul di sebagian masyarakat adalah suami sebagai
kepala rumah tangga dianggap melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum
apabila ia membatasi bahkan melarang istrinya untuk bekerja, padahal belum
ditentukan apa motif suami melarang istrinya bekerja. Karena pelarangan ini

menjadi positif jika alasan suami adalah karena sayang terhadap istrinya dan tidak

menginginkan istrinyaterbebani pekerjaanya.

Memang seorang istri muslimah adalah mitra kerja suami dalam

memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Karena itu, wanita haruslah ikut serta

®> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sohih Sunan Abu Daud, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
® |bn Taymiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, jilid 32, Daarul fikr, Beirut, t.t, him 281
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dengan serius dan terhormat dalam berbagai lapangan kehidupan, syariat Allah
tidak melarang seorang istri bekerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan
dengan catatan mereka tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat.’
Masyarakat memahami bahwa apapun pekerjaan yang dilakukan istri dan
bagaimanapun kondisi rumah tangga, istri tetap diberikan kebebasan sepenuhnya
untuk berkarir tanpa memperhatikan batas-batas syariat. Pemahaman ini
menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap

gjaran Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
topik dan meneliti tentang penelantaran suami kepada istri- dengan judul
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENELANTARAN SUAMI
KEPADA ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(KDRT)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas penulis membatasi ruang lingkup

pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penelantaran suami kepada istri menurut Pasal 9 UU No.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga?

" Chairul Halim (pen.), Tahrirul Mar-ah fi ‘ Ashrir Risalah : Kebebasan Wanita, Gema | nsani
Press, Jakarta, 1999, hal 1.
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran suami kepada istri
dalam Pasa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga?

C. Tujuan Pen€litian

1. Mengetahui konsep penelantaran suami kepadaistri dalam Pasal 9 UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap penelantaran

suami kepada istri.

D. Kerangka Pemikiran

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang
baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak
pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
misalnya pencurian barang dengan kekerasan (Pasal 365), penganiayaan (Pasal
351), perkosaan (Pasal 285) dan seterusnya. Namun, yang menarik perhatian
publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan dalam ruang lingkup rumah
tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kgahatan yang
tersembunyi). Disebut demikian, karena bailk pelaku maupun korban berusaha

untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga
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disebut domestik violence (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di

ranah domestik.®

Dalam kenyataan sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya
kekerasan terhadap perempuan, karena hal ini berarti harus memasuki wilayah
peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri  enggan
membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan
mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah
tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan. Dari data
Women's Crisis Center Mitra Perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879
pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002. Disebutkan bahwa
pelaku tindak kekerasan adalah suami korban, yakni 62-96 laporan yaitu 74% .
lembaga serupa yaitu Rifka Annisa di Yogyakarta menerima 994 laporan kasus
kekerasanterhadap istri di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian

Komnas Perempuan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan sebagai

berikut :°
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005
Jumlah 3.160 5.163 7.787 14.020 20.391

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat

baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi,

8 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif — Yuridis
Viktimologis, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

® K omnas Perempuan, 2006

http://www.komnas-perempuan.go.id/kasus 2006
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kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan
dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khusunya dan
masyarakat umumnya. Sementara hukum nasional baik dari subtansinya, sikap
para penegak hukumnya maupun sikap (attitude) masyarakatnya, masih
menganggap kekerasan terhadap perempuan dipandang sama dengan jenis lainya

dengan digolongkan ke dalam tindak pidana umum.

Dengan diundangkannya undang-undang -No. 23 Tahun 2004 tentang
PKDRT maka kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga
tidak lagi disamakan dengan pidanana umum lainnya, melainkan termasuk tindak

pidana khusus yang diatur dalam undang-undang kgusus tersebut.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-

undang tersebut, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, yaitu :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit
atau luka berat (Pasal 6).

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhdap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.
Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang
dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu

(Pasal 8).
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4. Kekerasan penelantaran, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1)). Penelantaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setigp orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga

korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 ayat (2)).

Setiap jenis kekerasan ini bisa dilakukan dan dialami oleh siapa sgja yang
berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena yang dimaksud rumah tangga
dalam undang-undang tersebut adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang
mempunyai hubungan keluarga dengan mereka karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah
tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut. Serta orang yang bekerja dalam jangka waktu selama

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. ™

Diantara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan
dalam bentuk penelantaran. Dalam hal ini suami yang sering menjadi pelaku
tindak kekerasan penelantaran, dan istri sebaga korban yaitu orang yang

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran dimaksud adalah :

19 Yndang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PK DRT, Pasal 2
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1. Suami menelantarkan istri, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepadaistrinya.

2. Suami membuat istri ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah

sehingga istri berada dibawah kendali suami.

Contoh dari perbuatan ini adalah suami tidak mempunya penghasilan
yang berakibat sama sekali tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan
istri dan/atau pelarangan istri untuk keluar rumah dan bekerja padahal istri
bergantung kepada penghasilan suami yang tidak mencukupi, atau pelarangan
dengan tujuan membatasi ruang gerak istri supaya istri berada dalam kekuasaan

suami padahal suami sudah mencukupi segala kebutuhan istri.

Sesual dengan peraturan undang-undang ini, maka ketika suami
mel akukan tindakan tersebut, dapat dikategorikan pidana khusus kekerasan dalam
rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau

denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).**

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan penelantaran tidak ditemui
daam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam mengena kekerasan
penelantaran terhadap istri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai

berikut :

a. Bahwa tindak pidana kekerasan penelantaran terhadap istri yang termaktub

daam Pasa 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

1 |bid, Pasal 49
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PKDRT; kekerasan penelantaran adalah suami menelantarkan istri, padahal
menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepadaistrinya.

Menurut perspektif hukum Islam, nafkah keluarga sepenuhnya menjadi

kewajiban suami berdasar dalil hadis-hadis sebagai berikut :
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Dari said bin Hakim bin Muawiyah dari bapaknya dari kakeknya Al-
Qusyairy berkata : aku datang kepada Rosululloh SAW dan bertanya, apa
yang akan engkau katakan mengenai istri-istri kami? Maka beliau
bersabda; berikanlah mereka makan seperti apa yang kalian makan,

berikanlah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, dan janganliah
kalian memukul mereka serta mencaci mereka.*?

b. Kekerasan penelantaran ini juga berarti suami membuat istri ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang istri untuk bekerja yang
layak di dalam atau diluar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suami

(Pasal 9 ayat (2)):

Dalam hukum Idlam seorang istri tidak dilarang untuk bekerja dengan
syarat tugasnya sebagai ibu rumah tangga tidak terbengkalai.>. apaagi jika
kondisinya mengharuskan istri untuk bekerja di luar rumah, berdasarkan hadist

berikut ini:

B allh e 8 3 o

12 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Dar Al Kotob Al IImiyah, tt, hadist No 1832
13 Chairul Halim (pen.), Op. Cit. hal 415

repository.unisba.ac.id



13

e 1. fs o3 U (.JM e Jo GJ\ L3 amenddl 3 EX
wsd &wsmvjwdu fu\)wm&qu;&\g
JUS 3 /M\d@;&;@Ctgxg;jw@m‘;zdﬁ\pyww&
.L,ai\f- L.J\J}\QL}\JVJU

Dari Zainab istri dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) berkata, saya sedang di
magjid lalu melihat Rasulullah SAW bersabda bersedekahlah kalian wahai

para perempuanwal aupun dengan perhiasan kalia, padahal saat itu kondisi
Zainab sedang menafkahi suaminya dan anak-anak yatim berada dalam
tanggungannya. la berkata keapda Abdullah, coba kamu tanyakan kepada
Rasulullah, apakah sudah cukup bagiku dengan memberimu nafkah
beserta anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku, sehingga aku

tidak perlu bersedekah lagi? Maka Rasulullah menjawab : iya, bagimu dua
pahala, pahala karena membantu kerabat dan pahal a karena bershodagoh.*

Ini- menunjukan bahwa seorang istri (Zainab) bekerja untuk menafkahi
suaminya sendiri yaitu Abdullah ibnu Mas'ud serta untuk memelihara anak yatim

yang berada dalam tanggungannya.

c. Menganalisis penelantaran suami kepada istri dalam undang-undang ini,

apakah termasuk kategori pidana atau tidak menurut hukum pidana Islam.

E. Metodedan Teknik Penelitian
1. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, digunakan untuk melakukan identifikasi
secara kritis anadlitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-
ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan pertama,
menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang

dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai horma

¥ Muslim, Sohih Muglim, Jilid 3, Dar Sader,t.t, hal 80
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sosial, dan mana yang bersifat non hukum. Kedua, melakukan koreks terhadap
norma-norma yang teridentifikas sebagai norma hukum positif. Ketiga,
mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam

suatu sistem yang komperhensif.*®

2. Teknik Penelitian
Teknik penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research),
yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku
atau karyakarya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai
persoalan-persoalan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam
rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum pidana serta hukum keluarga

baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum,
dan non hukum. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Al-Quran dan Hadis. Serta
bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat ahli hukum mengenai undang-
undang tersebut, tafsir, dan syarah (penjelasan) hadis. Sedangkan bahan non

hukum ini juga terdiri dari bahan non hukum primer yaitu buku-buku yang juga

5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. 111, PT Grafindo Persada, Jakarta:
2001, hal. 84-85.
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membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini diantaranya buku tulisan
Sayyid Sabiq yang berjudul Fighus Sunnah, Abdul Halim Abu Syuqgah dengan
judul Kebebasan wanita, Moeti Hadiati Soeroso, yang berjudul Kekerasan dalam
Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Serta bahan non hukum
sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk

dikutip sebagai pembanding.

4. AnalisaData

Sedangkan analisa data adalah dengan mengunakan analisa data kualitatif
agar diperoleh data yang memadal dan valid. Dalam oprasionalnya, data yang
telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan
mengunakan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dalam prosesnya
bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui,
dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.'® Aplikasi
dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari upaya untuk
menemukan asas-asas dan doktrin hukum tentang kekerasan rumah tangga dalam
bentuk yang telah ada untuk digeneraisir, diklasifikas dan dianalisa guna
menemukan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis. Sedangkan
penalaran deduktif dipakai untuk mengimplementasikan norma-norma hukum in
abstracto yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat

dan menilai masalah in concreto, yaitu terjadinya penelantaran dalam bentuk tidak

18 |bid, hal. 88.
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memberikan nafkah suami kepada istri dan pelarangan istri untuk bekerja dan

mengaktualisasikan dirinya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam
skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan,
dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang
saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali

dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab keempat, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah
untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa
yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk
mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus.
Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan
tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu kerangka pemikiran merupakan
tinjauan sekilas mengenal beberapa pandangan atau pendapat-pendapt tokoh
tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk
menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini,
pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut
akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan
gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka

bahasan penelitian.

repository.unisba.ac.id



17

Bab kedua berisi pembahasan tentang konsep penelantaran suami terhadap
istri ddam UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT mulai dari latar
belakang lahirnya undang-undang tersebut, pengertian penelantaran rumah
tangga, bentuk-bentuk penelantaran istri yaitu dalam bentuk tidak memberikan
nafkah dan pelarangan istri bekerja, sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana
penelantaran istri. Serta konsep penelantaran suami terhadap istri dalam Islam.
berdasarkan kepada Nash Al-Quran, Hadist maupun pendapat para Ulama. Bab ini
merupakan pokok masalah pertama dan kedua yang diteliti, pendliti dalam hal ini
akan mencoba mendiskripsikan berbagal pendapat atau ide-ide dari berbagai

pemikir hukum positif dan hukum Islam mengenai persoal an tersebuit.

Bab ketiga membahas analisis hukum Islam terhadap penelantaran yang
dimaksud UU No 23 Tahun 2004. Bab ini berdasarkan nash a-Quran dan Hadis

serta pendapat ulama salaf dan kontemporer.

Bab keempat membahas tentang kesimpulan dan saran, hasil dari

penelitian dan pembahasan sebelumnya.
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